KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SULAWESI BARAT
Jalan Poros Majene — Mamuju Km. 5 Rangas Kabupaten Majene 91412
Pos-el: Ipmpsulbar@kemdikbud.go.id Taman: lpmpsulbar.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI BARAT
NOMOR: 2268/D7.31/KP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI BARAT

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
pendidikan, maka perlu menetapkan standar pelayanan pengaduan;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud angka (1) di atas
perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala LPMP Sulawesi Barat
tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan di Lingkungan, Lingkungan
Lembaga Penjarninan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik,

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;

4, Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

5. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stédndar Pelayanan;

6. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan j.o. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PENGADUAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LPMP) SULAWESI BARAT.

Standar Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPMP
Sulawesi Barat ini;

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, seluruh jajaran pejabat
dan staf LPMP Sulawesi Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-
baiknya.

. Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika pada
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
pada tangga] : 28 Oktober 2019




Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI BARAT
Nomor :&68 /D7.31/KP/2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

Service Deivery

NO KOMPONEN

| Persyaratan

2 | Prosedur

3 Jangka waktu
Penyelesaian

(OS]

1.

URIATAN

Identitas Pelapor:

a. Perorangan masyarakat umum; fotocopy KTP atau identitas lainnya yang
masih berlaku (paspor, SIM, Kartu pelajar, kartu Mahasiswa).

b. Perorangan atau kelompok pendidik dan tenaga kependidikan; fotocopy
KTP, surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar
(SKPTM) tahun berjalan.

¢. Pengaduan atas nama lembaga, fotocopy KTP atas nama pengadu,
fotocopy akte pendirian organisasi/lembaga, dan surat kuasa dari lembaga
yang bermaterai.

Bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung, dan kronologi.

Mengisi form pengaduan off line maupun on line

(Ipmpsulbar.kemdikbud.go.id) paling lambat 30 hari sejak kejadian.

Pemohon mengisi formulir pengaduan
dan melampirkan persyaratan

tidak lengkap

ULT Memverifikasi laporan

lengkap J/

ULT dan Unit Kerja terkait sesuai substansi
menindaklanjuti laporan

ULT Menerima laporan hasil tindak lanjut

Tidak

Pemohon mendapatkan
Laporan tindak lanjut pengaduan

Pemohon menerima laporan tindak lanjut pengaduan

Selambat-lambatnya 60 hari kerja bila berkas lengkap.

2. Layanan dinyatakan selesai jika pengadu tidak memberikan tanggapan

maksimal 10 hari kerja setelah pengaduan ditanggapi.



Biaya/tarif

Produk
Pelayanan

Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

Manufacturing

Tidak ada biaya

Laporan penanganan pengaduan

1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan
kepada :
Kepala LPMP, JI. Poros Majene-Mamuju Km.5 Rangas, Kec Banggae, Majene.

2. Menyampaikan Informasi, Saran dan masukan langsung ke Unit Layanan
Terpadu LPMP Sulawesi Barat, Kantor LPMP Sulawesi Barat J1. Poros
Majene-Mamuju Km.5 Rangas, Kec. Banggae, Majene, Sulawesi Barat, dan
laman: Ipmpsulbar.kemdikbud.go.id

3. Menyampaikan Informasi, Saran dan masukan langsung ke Unit Layanan
Terpadu, Gedung C lantai satu atau melalui telepon 021-5703303 atau 021-
57903020, faximile 021-5733125, SMS 0811976929, dan laman
ult.kemdikbud.go.id

No

Komponen

URAIAN

1

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional,

5. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan j.o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitass

Ruang Layanan ber-AC
Komputer dan Printer
Jaringan Internet

. Free wifi

. Nomor Antrian

. Papan Pengumuman

. Kotak saran

. Dispenser

. Jam, Kalender, lukisan, foto

Kompetensi Pelaksana | |. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan

pengelolaan pengaduan;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan
prosedur layanan pengaduan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kemdikbud,;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis pengaduan yang ada
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi dan Informasi (IT);




7. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tertulis
8. Memiliki sikap tanggap, ramah dan sopan.

Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum
Internal

Jumlah 22 orang petugas

Pelaksana

Jaminan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang

Pelayanan telah ditetapkan.

Jaminan - Identitas pelapor dilindungi merujuk pada ketentuan perundangan yang
Keamanan dan berlaku;

Keselamatan - Laporan penanganan pengaduan yang diberikan telah disahkan oleh
pelayanan Kepala LPMP Sulawesi Barat.

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan dilakukan
triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan.




